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TANGGUNGIAWAR HUKUM KORPORASI
DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Oleh - Didh Nursidh

Abstract
M enveronmental law enforcement agencies and local governments are

vesponsible for the enmvironment . in principle, authorities filed a claim
for damages and specific action against the corporation gulty of an
unlawful act  PMH ) which cause harm to the environment | society and
government . Enforcement of environmental laws that meet the criminal
clements should be resolved by the courts . while the corporate PMII
only limited civil legal problem | then the solution can be done by means
of alternative dispute resulation ( ADR ) . Enforcement of environmental
laws in fact its implementation are still many obstacles , challenges , and
loaded with diverse interests that are not easily resolved . Integrated law
enforcement 1o maximize coordination and synergy  between law
enforcement is a form of a comprehensive settlement to environmental
problems that occured , with the hope of the business in addition to the
obligation to recover ( mitigation ) on physical natural resources ( SDA )
is also obliged to mitigate the social , that with it balance of interests and
sustainability the benefits of natural resources(SDA) can continue to be
maintained.

Kevwords : government , environment , PMH , ADR , and Natural
Resources

A. PENDAHULUAN diantaranya  tenadi  berkatan
o s . dengan rusaknya lingkungan hidup
;::ﬁ ":‘nllz::ngan korzo;:sn dmg:l::‘::: scbagai  akibat  berdin  dan
masyarakat modem, merupakan bidan ! ;

. e - g usaha ckplorasi dan atau
(Ta.m:jk )‘all:f rdhamf; disikapd den cksploitasi sumber daya alam
e BIPRTRALL -* [N (SDA). Dan keberadaan

beroperasinya  perusahaan  dalam

perundang-undangan yang berlaku. perusahaan tersebut pada
Dari scjumlah kejahatan yang i lahirk: bentuk-
tarangkcat kspermulaan, gilirannya  melahirkan n

bentuk konplik kepentingan, antara
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perusahaan dan pemerintah disatu
sis1 dan masyarakat disisi lain.

Kejahatan  korporasi  (corporate
crime)  merupakan  salah  satu
wacana  yang timbul  dengan
semakin majunya Kegiatan
perekenomian  dan  teknologi.

Corporate crime bukanlah barang
baru, melainkan barang lama yang
scnantiasa berganti
kemasan. Tidak ada yang dapat
menyangkal bahwa perkembangan
zaman serta kemajuan peradaban
dan teknologi turut disertai dengan

perkembangan tindak  kejahatan
berserta kompleksitasnya. Di sisi
lain, ketentuan Hukum Pidana
yang berlaku di Indonesia belum
dapat menjangkaunya dan
senantiasa  ketinggalan  untuk
merumuskannya.  Salah  satu

contohnya adalah Tindak Pidana
Pencucian Uang (money
laundering) yang baru
dikriminalisasi secara resmi pada
tahun 2002. Contoh lain adalah
kejahatan dunia maya atau cyber
crime yang sampai dengan saat ini
pengaturannya masih mengundang
tanda tanya. Akibatnya, banyak
bermunculan  tindakan-tindakan
atau kasus-kasus illegal, namun
tidak dapat dikategorikan sebagai
crime’

A Singgih, Kejahatan Korporasi yang
Mengerikan, Pusat Studi Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Pelita
Harapan, Tangerang, 2005, Hal. 9.

Manusia scbagai bagian integral

komunitas  masyarakat pada
umumnya memandang
kebergantungan dan saling
ketergantungan  terhadap  alam

adalah suatu keniscayaan, schingga
usaha apapun (termasuk kegiatan

bisnis) yang dilakukan harus
mampu memposisikan
kcberadaannya  scbagai  scntral
kepentingan.

Dalam perspektif kegiatan
perusahaan (bisnis) terlebih di era
pasca rcformasi memahamkan
bahwa para manajer perusahaan
scbagai manusia dan sebagai
manajer  sckaligus mempunyai
tanggung jawab dan kewajiban
moral kepada orang banyak dan
pihak lain yang berkaitan dengan
kegiatan operasi bisnis perusahaan
yang dipimpinnya. Para manajer
perusahaan mempunyai tanggung
jawab dan kewajiban moral untuk
memperhatikan hak dan
kepentingan karyawan, konsumen,
pemasok, penyalur masyarakat
setempat dan seterusnya.
Singkatnya, tanggung jawab dan
kewajiban moral para manajer
perusahaan tidak hanya tertuju
kepada stakeholders (pemegang
saham) tetapi juga  kepada
stakecholders pada umumnya. "

Pelanggaran-pelanggaran hak
masyarakat dalam kegiatan sosial

2 Emi R Ernawan, Business Ethics :

Etika Bisnis, Bandung, Alfabeta, 2007,
him. 28
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dan kegiatan ckonomi perusahaan
dapat terjadi, karenanya  hukum
diperlukan untuk melindungi hak

masyarakat  tersebut. Roscoe
Pound menyatakan bahwa tugas
pokok pemikiran modern

adalah "rckayasa sosial". Untuk
memudahkan  dan  menguatkan
tugas rekayasa sosial Roscoe
Pound menggolongkan  kepen-
tingan-kepentingan  sosial, untuk
kesi-nambungan  hukum  yang
berkembang melalui daftar
kepentingan  yang  mengalami
perkemba-ngan,  schingga tiga
kepentingan  harus  dilindungi,
yaitu, kepentingan umum,
kepentingan sosial dan
kepentingan  pribadi. Dalam
undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia tahun 1945
aline IV ditegaskan wahwa tujuan
negara ini  didinkan  untuk
mensejahterakan rakyatnya
(welfare state).

Adapun  permasalahannya
adalah  bagaimana  penerapan
sanksi terhadap korporasi dalam
sengketa lingkungan hidup?

B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Korporasi

Istilah  korporasi  adalah
scbutan yang lazim dipergunakan

' Friedman, Teori dan Filsafat Hukum

Idealisme dan Problem Keadilan, Jilid
2 (terjemahan Achmad Nasir Budiman
dan Sulemen Daqib), Jakarta, Rajawali
Pers, 1990, him 140.

di kalangan pakar hukum pidana

untuk  menyebut  apa  yang
digunakan dalam bidang hukum
lain, khususnya dalam bidang

hukum perdata, dimana sebaga
badan hukum (recht-persoon), atau
yang dalam bahasa Inggris discbut
legal entities atau corporation. '
Pengertian  korporasi tidak bisa
dilepaskan dari  bidang hukum
perdata, sebab korporasi
merupakan terminologi yang erat
kaitannya dengan badan hukum
(rechispersoon), dan badan hukum
itu sendiri merupakan terminologi
yang erat Kaitannya dengan bidang
hukum pcrdala.5

Korporasi biasanya dibentuk
untuk melakukan kegiatan bisnis.
Secara luas kata bisnis sering
diartikan  sebagai  keseluruhan
kegiatan usaha yang dijalankan
oleh orang atau badan secara
teratur dan terus menerus, yaitu
berupa  kegiatan  mengadakan
barang-barang atau jasa jasa,
maupun fasilitas untuk diperjual-

belikan,  dipertukarkan  atau
disewagunakan dengan tujuan
‘ Rudi  Prasetya,  Perkembangan

Korporasi dalam Proses Modernisasi,

Makalah pada Seminar Nasional
Kejahatan  Korporasi,  Semarang,
Fakultas Hukum UNDIP, 1989, him.2.
 Muladi dan Dwidja Prijatna,
Pertanggung-jawaban Korporasi
dalam Hukum
Pidana, Bandung, Sekolah Tinggi

Hukum
Bandung, 1987, him. 12.
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mendapat keuntungan.® Pengertian
bismis i mencakup ruang lingkup
usaha  yang cukup luas, bisa
meliputi bidang industri, bidang
perdagangan, bidang jasa  dan
bidang lainnya.

Korporasi  adalah  suatu
gabungar  orang yang dalam
pergaulan hukun bertindak
bersama-sama sebagai suati subjek
hukum tersendini  scbagai  suati
personifikasi.  Korporasi  adalah
badai hukum yang beranggota,
yang mempu  nyai  hak  dan
kewajiban tersendiri yanf terpisah
dari hak dan kewajiban anggotz

masing-masing. Korporasi
dipandang scbagai rcalita
sckumpulan manusi; yang

diberikan hak sebagai unit hukum
yang diberikan pribadi  hukum
untul tujuan tertentu.
Subekti  dan
menya  takan  bahwa  yang
dimaksud dengar  Korporasi
(corporatie) adalah suati perseroan
yang merupakan badar hukum.
Yan Pramadya Puspa
mengartikar korporasi atau badan
hukum adalal suatu perseroan yang
merupakan badar hukum, yang
dimaksudkan sebagai suati
perkumpulan atau organisasi yang
olel hukum diperlakukan seperti
seorang  manusia (persona),

Tjitrosudibio

* Richard Burto S, Aspek Hukum dolam

Bisnis, Jakarta, Rhineka Cipta, 1996,
him. 1.

' Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung
Alumni, 1999, him. 64.

s i e S —

__JURNAL YUSTITIA

schagni  pengembai  atau  penmilik
hak dan kewajiban, mem liki hak
menggugat atau digugat di muk)
pengadilan.”

Korporasi  adalah
hukun  sudah tentu  memiliki
identitias hukun tersendiri,
Identitas  hukum suatu  korporasi
atau  perusahaan  terpisah  dar
identitas hukum para pemegang
saham nya, dircksi, maupun organ-
organ lainnya. Dalam kaidah
hukum perdata, jelas ditetapkan
bahwa suatu korporasi atau badan
hukum merupakan subjek hukum
perdata dapat melakukan aktivitas
jual beli, dapat membuat perjanjian
atau kontrak dengan pihak lain,
serta dapat menuntut dan dituntut
di pengadilan dalam hubungan

badan

keperdataan.
Dalam Ensiklopedia
Ekonomi Keuangan dan

Perdagangan yang dihim-pun oleh
Abdurrachman, scbagaimana yang

dikemukakan oleh Muladi dan
Dwidja Pnjatna, pengertian -
korporasi adalah:

Corporatio (korporasi;

perseroan) adalah suatu kesatuan
menurut hukum atau suatu badan
susila yang diciptakan menurut
undang-undang suatu negara untuk
menjalankan suatu usaha atau
aktifitas atau kegiatan lainnya yang
sah. Badan ini dapat dibentuk
untuk selama-lamanya atau untuk

* Muladi dan Dwidja Prijatna, Op. Cit
hal. 14,
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scsustu  Jangka  wakity  terbatas,
mempunya  nama  dan  dentitas
yang dengan nama dan dentitas ity
dapat diturtut & muka pengadilan,
dan berhak akan mengadakan wsty
pensatupuan menurat kontrak dan
melaksanakan fungy lainnya yang
weeotang dapat melaksana-kannya
menurut  undang-undang  suaty
negara,  Pada  umumnya  suaty
corporation  dapat  merupzkan
suaty  orgamisasi  pemenintah,
sctengah pemetintah atau
partikelir.”
Kemudian istulab kejahatan
korporas) juga diatur dan tersebar
dalam berbagar undang-undang
khusus lainnya dengan  rumusan
yang  berbeda-beda  mengena
“korporas”, antara lain termasuk
pengertian badan usaha, perseroan,
perusahaan, perkumpulan,
yayasan, persenkatan, organisasi,
dzn lain-lain, seperts
UU No. L I/PNPS/ 1964 wentang
Pemberantasan Kegiatan
Subvern

= UU No.3% Tahun 2004 tentang
Jalan

- U No.31 Tahunl999 jo. UU
No.2) wahun 2002 1emang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

~ dan lain-lain

Dalam Interatur Indonesia  juga

ditemukan pandangan yang turut

untuk mewacanakan menempatkan

korporasi sebagai subyck hukum

Y Mutads dan Dwidys Prijstna, Loc Cit

e ALENAL YUSTITIA

pidana. Seperts malnyas ProA. [
Wirjono Prodyodikory, SH, dalam
bukunya  “Asav-assy Hukun
Pidana di Indonesia”™, menyatakan -
Dengan  adanys  perkompulan-
perkumpulan  dan oreng-oraog,
yang scbaga badan hukum tura
serta  dalam  pergaulan  hudup
kemasyarakatan, tunbul  pejala-
gejala dan perkumpulan nu, yang
apabila  dilakukan oleh  oknum,
lerang masuk perumusan pelbagm
tindak pydana.  Dalam  hal 1,
scbagm perwakilan, yang kena
hukuman pidana adalah  oknum
lags, yatu orang-orang yang
berfungs1 scbagal pengurus dan
badan hukum, seperti mmsalnya
scorang  duwckwer  dan suatg
perseroan terbatas, yang
dipenanggungjawabkan. Sedangk
an mungkin sekal) seorang direktur
iy hanya melakukan saja putusan
dan dewan direkyi. Maka tumbul
dan kemudian merata gagasan,
bahwa juga sustu perkumpulan
scbagai badan tenvendin  dapat
dikenakan  hukuman prdana
schaga Y subyek sustu  tundak
mdana.

2. Pertanggungjawaban

Korporasi
Bahwa badan bukum adalah

bentanggungjawab (aansprakelik
heid), aninya dapat digugst untuk
perbuatan-perbuatannya yang

® winpno Prodjodicsre, Ases-asas
MHukum Pidana & indonesia, €4 2, Cet 6,
Bandung : Eresco, 1989, hal 55
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melawan hukum  yang  dilakukan
oleh organnya scbagai organ (als
zodening door de orgaari). Karena
apabila seorang Direksi dari suatu
organ melakukan suatu perbuatan,
maka dia bisa berbuat  sebagai
organ, dapat juga secara prive,
dimana badan hukum itu berbuat
secara pn've/pribadi, maka badan
hukum itu tidak terikat.

Tanggung  jawab pidana pada
asasnya bisa dijatuhkan apabila
terbukti bahwa : Pertama, dewan
direksi korporasi dengan sengaja
atau  dengan  tidak  hati-hat
(ceroboh)  melakukan  tindakan-
tindakan (conduct) yang relevan,
atau secara terbuka, secara diam-
diam atau secara tidak langsung
mengesahkan  (euthorize)  atau
mengizinkan (permit) perwujudan
perbuatan  pelanggaran  atau
kejahatan, Kedua, agen
manajenal korporasi tingkat tinggi
(seperti direksi, komisanis,
manajer) secara sengaja,
mengetahui benar atau tidak hati-
hati terhbat  dalam tindakan-
tindakan yang relevan, atau secara
terbuka, secara diam-diam atau
secara tidak langsung
mengesahkan  (awthorize) atau
mengizinkan (permit) perwujudan
perbuatan  pelanggaran  atau
kejahatan. Ketiga, ada budaya atau
kebiasaan dalam tubuh korporasi

yang menginstruksikan,
mendorong, atau  mengarahkan
dilakukannya  tindakan-tindakan
pelanggaran  (non  compliance)

terthadap peraturan-peraturan
tertentu. Keempat, korporasi gagal
membentuk  dan mempertahankar,
budaya yang menuntut kepatuhan
(compliance) terhadap peraturan-
peraturan tertentu.,

Mcng.cnai pertanggung
jawaban 1ni dasarnya  kalau
menurut Theorie  Juridische

Realiteit daripada badan  hukum
(Paul Scholten dan Meyers), soal
pertanggung]  awab  (wanspra
kelijkheid) ni dasar pendapatnya
adalah: Bahwa scgala yang
diperbuat oleh pengurus dalam
fungsinya  f(in  fuctie)  dapat
dipertanggungjawabkan  terhadap
badan hukum itu sendiri. Dalam
melakukan perbuatannya itu tentu
ada kemungkinan untuk melakukan
onrecht-matige daad. Kemudian
untuk memper-tanggungjawabkan
onrechtmatige daad dari badan
hukum itu sebenamya tidak masuk
akal karena badan hukum itu tidak

memerintahkan  atau  memben
mandat pada organ i1tu untuk
melakukan  perbuatan  hukum
lainnya.

Sistem pertanggungjawaban
terscbut  penting karena untuk
membuktikan unsur delik pidana
yang mensyaratkan adanya
kesalahan (Schuld, Culpa) dan atau
kesengajaan (opzet, dolus) bagi

" Christopher M. Little & Natasha
Savoline, Op.Cit, hal. 11, dalam Bismar
Nasution,

http-//bismar. wordpress. comvkejahatan-
korporasi
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korporasi  tenyata sulit  sckali.
Sebab itulah Hukum Lingkungan
di  Australia, mengenal sistem
pertanggung jawaban pidana yang
bertingkat-tingkat dan disesuaikan
dengan rumusan delik, misalnya:

. Tingkat  Pertama, vyaitu:
merupakan pelanggaran yang
serius, dimana

pertanggungjawabannya harus

me-ngandung unsur kesalahan

(mens rea); Kelalaian;

Tingkat Kedua, yaitu:

merupakan pclanggaran

menengah, pertanggung]
awaban harus mengandung
unsur-unsur  strict  liability,
tidak sclalu dipersyaratkan
unsur kesalahan (mens rea);

3. Tingkat Ketiga, yaitu:
merupakan pelanggaran
ringan, pertanggungja-waban
hanya menggunakan unsur
strict  liability,  terkadang
absolute liability. Kesalahan
sama sekali tidak perlu."?

Sebagai bentuk
pertanggung  jawaban  hukum
dalam penegakan hukum
lingkungan  terpadu  menjadi
penting karena pelaku tindak
pidana  lingkungan  biasanya
dilakukan oleh orang yang untuk
dan atas nama  korporasi
mempunyai akses terhadap sumber
daya ekonomi dan politis sehingga

| R

 Barda Nawawi Arief, Perbandingan
Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers,
him. 44,

mempengaruhi proses  penegakan
hukum  lingkungan.  kelemahan
koordinasi antar aparat penegak
hukum menjadi salah satu sebab,
schingga sinergitas antar penegak
hukum dalam pencgakan hukum
lingkungan merupakan suatu hal
yang mesti diwujudkan.
Pertanggungjawaban
pidana  korporasi  (corporate
criminal liability) penting, karena
bisa menjangkau tidak hanya
pelaku lapangan tapi  juga
perencana dan pengambil
keputusan hingga bisa
menimbulkan efek jera lebih kuat
terhadap pelaku.
3. Tanggung jawab terhadap
perbuatan melawan hukum
Tanggungjawab hukum
berdasarkan wanprestasi
bersumber dari adanya per-janjian
(obligation by contract) sementara
tanggungjawab hukum berdasarkan
perbuatan melawan hukum
bersumber dari hukum/perundang-
undangan (obligation by law)
dalam arti tidak ada hubungan
kontraktual sebelumnya diantara
para pihak. Disamping pembedaan
tersebut sccara ide kedua tanggung
jawab tersebut sebenarnya berpusat
pada permasalahan bagaimana
melakukan perlindungan-
perlindungan terhadap kepentingan
- kepentingan (interests) yang
berbeda-beda dalam masyarakat
yang dilindungi oleh hukum dan
orang harus menghormati
kepentingan-kepentingan tersebut
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bahkan memiliky kKewapiban untuk
menghormati (the duty of respect)
terthadap  Kepentingan — tersebul,
Dalam  konteks  menghormati
Kepentingan tersebut maka
pelanggaran terhadap Kepentingan-
kepentingan yang dilindungi dapat

dikatakan .\cbat:ni perbuatan
melawan hukum."
Pasal 1365 KUHPerdata

merupakan  norma umum  dalam
perbuatan melawan hukum (PMH)
schingpa pendekatan sistem dalam
pengembangan  sistem PMII
dilakukan untuk melingungi norma
umum,

Perbuatan Melawan Hukum
lahir karena adanya prinsip bahwa
barang siapa melakukan perbuatan
yang membawa kerugian kepada
orang lain mewajibkan orang yang
Karena salahnya mengganti
kerugian tersebut (Pasal 1365 KUH
Perdata). Pasal 1365 KUH Perdata
menentukan bahwa "tiap perbuatan
melawan hukum yang
mengakibatkan  kerugian  pada
orang lain, mewajibkan orang yang
melakukan  perbuatan  tersebut
untuk mengganti kerugian®,"*

4. Unsur-Unsur Perbuatan
Melawan Hukum

Melalui pendekatan sejarah
pengertian melawan hukum pada
awalnya mengandung pengertian

Y Fuady (1), op cit, him. 14

" RSubekti  dan  Tjivosudibio,  Kinab
Undang-Undang  hukum  Perdata,
Jokarta, Pradnya Paramita, 2003},
him 346

sempit  karena  dipengaruhi  oleh
ajaran legisme. Berdasarkan faham
i bahwa perbuatan  melawan
hukum merupakan perbuatan yang

bertentangan  dengan  hak  dan
kewajiban hukum menurut
undang-undang. Schingga
pengertian onrechtmatigedaad

sama dengan perbua-tan melawan
undang-undang (onwetmati-
gedaad).

Pemahaman PMH di
Indonesia didasarkan pada Pasal
1365 KUH  Perdata, suatu
perbuatan  dikatakan  merupakan
suatu perbuatan melawan hukum

dan dapat dimintakan
pertanggungjawaban untuk
membayar  ganti - rugi  apabila
memenuhi  unsur-unsur  sebagai
berikut:
a. Perbuatan

Unsur  perbuatan  sebagai
unsur  yang  pertama  dapat

digolongkan dalam dua bagian

yaitu perbuatan yang merupakan

kesengajaan dan perbuatan yang

merupakan kelalaian,

b. Melawan Hukum
Scbagaimana telah diuraikan

di atas, bahwa kata "melawan
hukum” sejok tahun 1919 di
Belanda telah menganut

pemahaman dalam arti luas sctelah
putusan Lindenbaum vs. Cohen.
Perbuatan melawan hukum
kemudian diartikan tidak hanya
perbuatan yang melanggar kaidah-
kaidah tertulis, yaitu perbuatan
yang bertentangan dengan
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Aewamiban hukum st pelaku dam
melanggar Landah hal subvelut
orang lan, totapt juga porbuatan
vang mclanggar Kardah vang tudak
el yamun Kadah  yang
mongatur  tata susila,  Kepatwtan,
Letchian dan Kehatv-hatan varg
wharwsaya  dumbika  sesovrang
dalam perganlan hedup  dalam
masyarakat atau terhadap harta
benda warga masyaralat. Dengan
Jemukian unsur melawan hulum
terpenuhs apalela mawmeouds
ketentuan schagar beniut.
1) Bertentangan dengan hak
subyekuf orang lan;

Beramn melanggar hak
subyekuf orang lan  adalah
melanggar wewenang Kbhusus yang
dibenkan  oleh  hukum kepads
seseorang. Safat hakekat dan hak
subyeknt adalah wewenang Khusas
vang dibenkan olch hukum Lepada
sescorang  yang mem-peroichnya
denu kepentingannya,

Karaktensuk unml hak

vang
mempunya  mila tog
terhadap yang bersanghutan.

b) Pengakuan langnung
terhadap Aewenangan yang
bersangkutan  oleh  suam
peraturan perundang-
undangan

¢) Suatu posisn  pernbuktian
yang kuat dalam suat
perkara  yang  munghin
tumbul Hak Subyekn( dalam
masyarakat dikenal sehagai:

Hoak Lebhendaae VAR
absolut, masainya hak macdil
(2} Hak-hak povbadi. sopern halk
untuk mempanVal IR ETItas

(h

werhadap Jraa Jan
Lehadupan, Lebebasan
pobady, kebor-matan  dam
nama dak.

Hak-bak stuncwa mesalnva
hal untul mencmpat rumab
olch penvewa rumah
2) Benceatangan Jemgan

Lewandan bulum s Polaku

sendin

Meourut pandangan vang
berlaku saat e, bukum Jdurtilan
schagar suatu  Aosclurwhan yang
terhin dan  noMa-aomma  vang
tertulis maupun yang tudak tertale
Yang dumaksad Jdoengan  ssatu
ndakan  atae  Kelalasam  vamg
dartentangan  Jengan Aewanhan
bulkum 1 pelakn  adaleh  swatu
tnghkah laku yang bertentangan
dengan sustu Actentuan wundang-
undang.

Jemgan

3)  Bertemtangan

Losunalaan,

Naowdah kesusilaan dartkan
schagar nooma-aorma sosial dalwn
masvara-hat,  spamang moaoma
tenchut  dtenima olch  angpota
masyarakat sedagar dalam doatal
peraturan-persturan  hulum  yang
tdak tertulis

4) Rertentangan Jongan
Kchat-hanan
(Patvha)
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Dalam pengertian n
manusia harus mempunyal
tenggang  rasa  dengan  hing-
kungannya dan sesama manusia,
schinggea tidak hanya
mementingkan kepentingan pnbadi
tetapi juga kepen-tingan orang lain
schingga dalam bertindak haruslah
sesual dengan kepatutan, ketelitian
dan kchati-hatian yang berlaku
dalam masyarakat.

Perbuatan yang termasuk
dalam  kategon  benentangan
dengan kepatutan adalah:'?

a) Perbuatan yang merugikan
orang lain tanpa kepentingan
yang layak;

b) Perbuatan yang tidak berguna
yang menimbulkan bahaya
bagi orang lain berdasarkan
pemikiran yang normal perlu
diperhatikan.

Walaupun ketentuan
mengenai patiha imi didasarkan
pada kaidah tidak tertulis, namun
dalam  pengujiannya tetaplah
merupakan  pengujian norma-
norma yuridis di mana peraturan-
peraturan tidak tertulis tersebut
(norma)  dihubungkan  dengan
karakter dari norma-norma hukum.
¢. Kesalahan

Unsur kesalahan dipakai
untuk menyatakan bahwa
sescorang dinyatakan bertanggung
jawab  untuk  akibat  yang

¥ R Sctiawan, Pokok-pokok Hukum
Perkotn, Bandimg, Binacipta/979, him.
5243,

merugikan yang terjadi  karcna
perbuatannya yang salah.
Berdasarkan undang-undang
dan yunsprudensi suatu perbuatan
agar dapat masuk dalam kategon
melawan hukum maka harus ada
unsur kesalahan (schuld) dalam
melakukan perbuatan tersebut.'*

d. Kerugian

Pasal 1365 KUH Perdata

menentukan  kewajiban  pelaku
perbuatan mela-wan hukum untuk
membayar ganti rugi. Namun tidak
ada pengaturan  lebith  lanjut
mengenai ganti kerugian tersebut.
Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata
memberikan  sedikit pedoman
untuk itu dengan menyebutkan:
"Juga penggantian kerugian ini di
nilai menurut kedudukan dan
kemampuan kedua belah pihak dan
menurut  keadaan”.  Pedoman
selanjutnya dapat ditemukan pada
Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata
yang menyatakan: "Dalam menilai
satu dan lain, Hakim harus
memperhatikan berat ringannya
penghinaan, begitu pula pangkat,
kedudukan dan kemampuan kedua
belah pihak, dan pada keadaan”.

e. Adanya Hubungan Kausal
Antara Perbuatan dan
Kerugian

Ada dua ajaran yang
berkaitan dengan hubungan kausal,
yaitu :

'* Wirjono Prodjodikro,  Perbuatan
Melanggar Hukum, cet. 1, Bandung.
Mandar Maju, 2000, him. 16.
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1y Teon Conditio Sime Qua Non
(Van Buri)

Int dan ajaran me yaitu:
tap-tiap masalah, yang merupakan
syarat  untuk  timbulnya  suatu
akibat, adalah sebab dan akibat.

2) Teon Adaequate
Veroorzaking (Von Kries).

Teorn i mengajarkan
bahwa perbuatan  yang  harus
dianggap sebaga sebab dani akibat
yang timbul adalah perbuatan yang
scimbang dengan  akibat. Dasar
untuk menentukan "perbuatan yang
saimbang”  adalah  perhitungan
yang layak, yaitu menurut akal
schat patut dapat diduga bahwa
perbuatan tersebut dapat
menimbulkan akibat tertentu.

f. Implementasi  PMI  dalam
bidang lingkungan hidup
Hukum lingkungan secara
khusus  mengatur  peflindungan
hukum bagi korban kerusakan dan
atau pencemaran lingkungan akibat

perbuiatan pencemar yang
menimbulkan bagin korban dan
menyebabkan  penderita  berhak
menga-jukan  gugatan ganti

kerugian terhdap pcnccmar.” Pasal
87 UUPPLH  memung-kinkan
diajukannya gugatan lingkungan
hidup scbagai upaya hukum yang
dapat ditempuh untuk memperoleh

Suparto Wijaya, Penyelesaian
Sengheta  Linghungan,  Surabaya,
Airlangga Unversity Press, him. 9.

_JURNAL YUSTITIA

pantt kerugian  dan  atau biaya
permubihan hingkungan.
Penyelesaian sengketa

lingkungan  hidup  diatur - dalam

Pasal 84 UUPPLH yang berbunyi

sebagai benkut:

(1) Penyelesaian sengketa
lingkungan  lidup  dapat
ditempuh melalui pengadilan
atau di luar pengadilan.

(2) Pihhan penyelesaian sengketa
lingkungan hidup dilakukan
secara suka rela oleh para
pihak yang berseng-keta.

(3) Gugatan melalui pengadilan
hanya dapat ditempuh apabila
upaya penyelesaian sengketa di
luar pengadilan yang dipilih
dinyatakan tidak berhasil olch
salah satu atau para pihak yang
bersengketa.

Apabila telah dipilih upaya
penyelesaian sengketa lingkungan
hidup di luar pengadilan, guagatn
penyadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya terscbut tidak
berhasil oleh salah satu atau para
pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan
terscbut, penyelesaian  sengketa
lingkungan hidup dapat ditempuh
dengan dua cara:

(a) Penyelesaian sengketa melalu
penga-dilan, dan,

(b) Penyelesaian sengketa di luar
pengadilan

ad.l. Penyelesalan diluar

pengadilan
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Penyelesaian di luar

pengadilan diatur dalam Pasal 8S

berbunya:

BAB VI bagian kedua yang
(1) Penyelesaian sengketa
lingkungan

hidup di  luar  pengadilan

dilakukan

untuk mencapai kesepakatan

menge-

nai:

(a) bentuk dan besarnya ganti
rugi,

(b) tindakan pemulihan akibat
pencemaran dan/atau
perusakan;

(c) tindakan tertentu untuk
menja-min  tidak  akan

3)

terulangnya pen-cemaran
dan/atau perusakan;
dan/atau

(d) tindakan untuk mencegah
timbul-nya dampak
negatif terhadap

lingkungan hidup.

Penycelesaian sengketa di luar
pengadilan  tidak  berlaku
terhadap  tndak  pidana
lingkungan hidup
schagaimana  diatur  dalam
Undang-Undang ini.

Dalam penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di Juar
pengadilan dapat digunakan
Jasa mediator dan/atau arbiter

untuk membantu
menyelesaikan sengketa
lingkungan hidup.

PPasal 86:

(1) Masyarakat dapat membentuk
lem-baga  penyedia  jasa
penyelesaian sengketa
lingkungan  hidup yang
bersifat  bebas  dan  tidak
berpihak.

(2) Pemernintah  dan  pemenntah
dacrah dapat  memfasilitasi
pembentukan lembaga

penyedia jasa penyelesaian

sengketa  lingkungan  hidup
yang bersifat bebas dan tidak
berpihak.

(3) Ketentuan lebih lanjut

mengenai  lembaga  penyedia
jasa penyelesaian  sengketa
lingkungan  hidup  diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bentuk penyelesaian
sengketa di luar pengadilan ini
mengggunakan Alternative Dispute
Resolution (ADR). ADR sendini
telah mendapatkan tempat dalam
hukum positif Indonesia, yakni UU
No. 30 tahun 1999 tetang Arbitrase
dan  Altematif  Penyclesaian
Sengketa dan Perma No. | Tahun
2008.
ad.2. Penyelesalan Sengketa
Melalui Pengadilan
Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Melalui
Pengadilan (litigasi) diatur dalam
Pasal 87 UUPPLH, dalam
ketentuan ini diatur juga ketentuan
tentang ganti rugi dalam pemulihan
lingkungan:
(1) Sctiap  penanggung jawab
usaha dan/ atau kegiatan yang

168

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

JURNAL YUSTITIA

melakukan petbuatan
melanggar — hukum  berupa
pencemaran dan/atau

perusakan  lingkungan  hidup
yang menimbulkan  kerugian
pada  orang  lain  atai
lingkungan ~ hidup  wajib
membayar ganti rugi dan/atau
melakukan tindakan tertentu,

(2) Sctiap orang yang melakukar
pemin-dahtanganan,
pengubahan sifa dan bentuk
usaha, dan/atau kegiatar dari
suatu  badan usaha yang
melanggar  hukum  tidak
melepaskar tanggung jawab
hukum dan/atau kewajiban
badan usaha terscbut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan

pern  bayaran  uang paksa
terhadap setia| hari
keterlambatan atas
pelaksanaai putusan
pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa
diputuskai berdasarkan
peraturan perundang
undangan.

Untuk  Tanggung Jawab

Mutlak pada sengketa lingkungan
diatur dalan Pasal 88 UUPPLH:
"Setiap orang yang
tindakannya usahanya, dan/atau
kegiatannya menggu- nakan B3,
menghasilkan dan/atau mengelola

limbah B3, dan/atau  yang
menimbulkan  ancaman  serius
terhadap lingkungan hidup

bertanggung jawal mutlak atas

kerugian yang terjadi tanp; perlu
pembuktian unsur kesalahan”.

Tenggat Kadaluwarsa
untuk Penga-juan Gugatan
sengketa  lingkungan  Pasal 89

UUPPLI mengatakan:

(1) Tenggat kedaluwarsa untuk
mengaju-kan  gugatan ke
pengadilan mengikuti
tenggang waktu scbagaimana
diatur dalam ketentuan  Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata dan dihitung sejak
dikctahui adanya pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai tenggat
kedalu-warsa tidak berlaku
terhadap pence-maran  dan/
atau  kerusakan lingkungan
hidup yang diakibatkan oleh
usaha dan/atau kegiatan yang

menggunakan dan/atau
mengelola B3 serta mengha-
silkan dan/atau  mengelola
limbah B3.
Dalam scngketa lingkungan
hidup, pemerintah maupun

pemerintah daerah memiliki  hak

gugat yang dinyatakan dalam

Pasal 90 UUPPLH:

(1) Instansi  pemerintah  dan
pemerintah  dacrah  yang

bertanggung jawab di bidang
lingkungan hidup berwenang
mengajukan  gugatan  ganti
rugi dan tindakan tertentu
terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang menyebabkan
pencemaran dan/atau
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kerusakan ling kungan  hdup
vang mengakibatkan kerugan
Lingkungan ndup.

) Ketentuan leih
mengena kerugian
linghungan  hdup  sebagar-
mana dimabsud pada ayat (1)
diatur  dengan Peraturan
Menten.

Sclanjutnya  Hak  Gugat
Masyarakat terdapat pada Pasal 91
UUPPLH yang menyatakan:

(1) Masyarakat berhak
mengajukan gugatan
perwakilan  kelompok  untuk
kepentingan  dinnya  sendin
dan/atau  untuk  kepentingan

te

( lanjut

masyarakat apabila
mengalami kerugian  akibat
pence-maran dan’atau

kerusakan lingkungan hidup.
(2) Gugatan  dapat  diajukan
apabila  terdapat  kesamaan
fakta atau penistiwa, dasar
hukum, serta jerus tuntutan di
antara wakil  kelompok  dan

anggota kelompoknya

(}) Ketentuan  mengena hak
gupat mas yarakat
dilaksanakan sesuai  dengan
peraturan perundang-
undangan.

Hak  Gugat  Organisasi

Langkungan Hidup terdapat pada

Pasal 92 UUPLH:

(1) Dalam rangka pelaksanaan
tanggung Jawab perlindungan
dan pengelolsan  lingkungan
hdup, organisasi hinghungan

__JURNAL YUSTITIA

hidup  berhak  mengajukan
gugatan  untuk  kepentingan
peles-tanan fungsi hingkungan
hidup.

(2) Hak mengajukan  gugatan
terbatas pada tuntutan untuk
melakukan  tindakan tertentu
tanpa adanya tuntutan gant
rugi, kecuali biaya atau
pengeluaran mil.

(3) Organisasi lingkungan hidup

dapat  mengajukan gugatan
apabila meme-nithi
persyaratan:

(a) berbentuk badan hukum,

(b) menegaskan  di  dalam
anggaran dasarmmya bahwa
Organisasi terse-but
ddinkan  untuk  kepen-
tungan pelestanan  fungsi
lingkungan hidup; dan

(c) telah melaksanakan
kegiatan  nyata  sesua
dengan anggaran dasamya

paling singkat 2 (dua)
tahun.
Gugatan Admimnistrand

sengheta binghungan diatur dalam

Pasal 93  UUPPLH yang
mengatakan:
(1) Scuap orang dapat
mengajukan
gugatan terhadap keputusan
Lata
usaha negara apabila;
(a) badan atau pejabat tata
usaha negara menerbitkan

2 linghkungan  kepada
wsaha dan/atau  keglatan
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yang wajib amdal tetapi
tidak dilengkapr  dengan
doku-men amdal;

(b) badan atau pejabat  tata
usaha negara menerbitkan

izin - lingkungan  kepada
kegiatan — yang  wajib
UKLUPL, tetapi  tidak
dilengkapi dengan
dokumen UKLUPL;
dan/atau

(c) badan atau pejabat tata
usaha negara yang
menerbitkan  1zin - usaha

dan/atau  kegiatan yang
tidak dilengkapi dengan
1zin lingkungan.
(2) Tata cara pengajuan gugatan
terha
dap keputusan
negara
mengacu pada Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara.

tata usaha

C. KESIMPULAN
Pertanggungjawaban
pidana  korporasi  (corporate

criminal liability) penting, karena
bisa menjangkau tidak hanya
pelaku  lapangan  tapi  juga
perencana dan pengambil
keputusan hingga bisa
menimbulkan efek jera lebih kuat
terhadap  pelaku, untuk itu
penegakan hukum harus dilakukan
secara terpadu antar penegak
hukum (Pemerintah/Pemda,
Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

Pencgakan hukum
lingkungan yang memenuhi unsur

IURNAL YUSTITIA

prdana  semestinya di
melalu Jalur penviacilan
sedangkan PMH korporas tere b
hanya  scbatas  persoslan bk
keperdataan, Iraka
penyelesatannya  dapat  dilakkan
dengan mengeunakan sarana AD¥

desmbkan

KEPUSTAKAAN
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Perbandingan Hikum
Pidana, Jakana, FRajawals
Pers.
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kejahatan-korporasi
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